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Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan sistem bagi hasil maro dalam
bidang pertanian serta manfaatnya dalam kehdupan masyarakat. Sistem perjanjian
bagi hasil merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat desa sejak
dahulu. Mekanisme sistem perjanjian bagi hasil yang dilakukan adalah menggu-
nakan sistem maro yaitu penggarap yang membiayai semua biaya pertanian dan
hasilnya dibagi dua dengan pemilik sawah. Penelitian ini merupakan penelitian
kualitatif yang dilaksanakan di Desa Jagung Kecamatan Kesesi Kabupaten Peka-
longan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengamatan, wawancara dan
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi
hasil tidak hanya dapat meningkatkan perekonomian tetapi juga dapat juga memu-
puk solidaritas dalam masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya kepedulian
antara pemilik dan penggarap sawah yang diwujudkan dengan saling bantu saat
salah satu dari mereka mengalami kesulitan. Namun demikian, perhatian dari
pemerintah tetap diperlukan guna menjamin hubungan baik antara kedua belah
pihak yang bekerjasama.

Abstract

The purpose of this study is to describe the traditional sharing system known as “maro” in
agriculture and its usefulness in society life. Maro sharing system has been conducted by the
villagers long ago. In maro, the peasant pays for all the costs of agriculture and the crops will
be shared with the owner of the fields. This study is a qualitative study conducted in the Vil-
lage of Jagung, Kesesi, Pekalongan district. Data collection was done by using observation,
interview and documentation. The results of the research show that the implementation of
sharing system agreement can not only boost local economy but also can also foster solidarity
within the community. This is evidenced by the concern among the owners and cultivators of
rice fields, realized with helping each other when one of them have difficulties. However, the
attention of the government is still needed to ensure good relations between the two sides who
are working together.
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PENDAHULUAN

Pemilikan dan penguasaan lahan per-
tanian yang sempit dan timpang di pedesaan
bukan merupakan suatu persoalan yang
baru. Semenjak awal abad ke-20 pemerin-
tah Belanda telah menyadari hal ini. Mela-
lui survai yang dilakukan pada tahun 1903,
menunjukkan bahwa hampir separuh petani
menguasai lahan kurang dari 0,50 ha (Sya-
hyuti, 2002:133). Kondisi ini tidak banyak
berubah, akibat tekanan penduduk yang ma-
kin tinggi yang tidak diimbangi penambahan
lahan pertanian. Dapat dilihat pada hasil
sensus pertanian 1993 misalnya, diketahui
bahwa petani yang memiliki lahan kurang
dari 0,50 ha sekitar 29%.

Indonesia adalah negara agraris yang
sebagian besar wilayahnya adalah daerah
pedesaan dan masyarakatnya mempuny-
ai mata pencaharian sebagai petani. Lahan
pertanian di pedesaan masih sangat luas,
namun tidak semua masyarakat desa yang
bermatapencaharian sebagai petani tersebut
mempunyai lahan pertanian, sehingga seba-
gian besar petani yang tidak mempunyai la-
han pertanian sendiri bekerja sebagai buruh
tani. Nilai gotong royong dapat dimanfaat-
kan secara positif dalam kehidupan untuk
menggerakkan solidaritas sosial agar bangsa
Indonesia mampu menghadapi tantangan
perubahan jaman, globalisasi, maupun ber-
bagai hal yang mengancam kehidupan ma-
syarakat seperti bencana alam, konflik sosial
maupun politik. Gotong royong menjadi
pranata untuk menggerakkan solidaritas ma-
syarakat dan menciptakan kohesi sosial da-
lam kehidupan bangsa Indonesia (Subagyo,
2012:61-68).

Dari ribuan pulau yang membentuk
Republik Indonesia, Jawa karena letaknya
sentral, mungkin yang paling banyak terkena
alunan kebudayaan asing. Salah satu bentuk
kerjasama antar warga dalam bidang perta-
nian adalah penggarapan sawah dengan cara
bagi hasil. Masyarakat pedesaan yang seba-
gian besar masyarakatnya mempunyai mata
pencaharian sebagai petani tidak semuanya
mempunyai lahan pertanian. Dalam kerjasa-
ma ini petani yang mempunyai sawah akan
memberi ijin kepada orang lain untuk men-

golah sawahnya, kemudian hasilnya dibagi
antara pemilik sawah dan orang yang men-
golah sawahnya (penggarap) sesuai dengan
aturan yang merupakan hasil kesepakatan
antar kedua belah pihak.

Ada dua bentuk kegiatan pertanian
penduduk pada saat itu, yaitu sawah dan
ladang, yang secara kasar masing-masing
merepresentasikan ekologi Jawa dan luar
Jawa (Geertz, 1976:90). Kawasan sawah
beririgasi yang membutuhkan tenaga kerja
secara intensif berkembang menjadi kon-
sentrasi penduduk. Namun ini tidak berarti
bahwa kehidupan saat itu dapat dikatakan
harmonis. Menurut Schrieke, (dalam Sya-
hyuti, 2002:134) menemukan bahwa tidak
ada insentif bagi petani untuk meningkatkan
produksi karena surplus produksi diberikan
untuk keluarga raja dan birokrasi di kera-
ton. Upeti ini harus diberikan karena pihak
kerajaan telah berjasa dalam membangun
konstruksi dan pemeliharaan saluran irigasi
dan jalan, jaminan keamanan, serta penyedi-
aan bangunan lumbung padi. Akibatnya ke-
hidupan petani berada dalam tekanan pihak
kerajaan. Struktur masyarakat saat itu relatif
lebih egaliter, baik secara ekonomi maupun
sosial. Anggapan terhadap masyarakat Jawa
yang tidak terdiferensiasi, egaliter, dan stag-
nan tersebut juga mendominasi pemerintah
kolonial pada masa itu. Menurut Husken
dan White, 1989 (dalam Syahyuti, 2002:134)
secara historis masyarakat Jawa terbagi ke
dalam kelas-kelas agraris yang dibedakan
atas penguasaan lahan, dan komersialisasi.
Artinya, sifat masyarakat desa era prakolo-
nial yang sangat egaliter dan penuh dengan
romantisme keintiman sosial tersebut adalah
tidak benar. Kedua bentuk tersebut membu-
tuhkan satu upaya atau strategi yang harus
diambil oleh petani baik dengan cara mem-
pertahankan pemilikan atau akses atas lahan
yang dikuasai maupun cara budidaya dalam
bercocok tanamnya (Ariendi, dkk., 2011:13-
31).

Ferdinand Husken, (dalam Syahyuti,
2002:135) penelitiannya di Jawa Tengah, me-
nyatakan bahwa struktur yang terjadi adalah
“kerbau besar selalu menang” (kebo gedhe
menang berike). Jumlah pemilik tanah sedi-
kit namun menguasai tanah sangat luas dan
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berkuasa mengatur proses produksi. Mereka
memiliki akses kuat ke dunia politik, dan di
antara mereka saling berhubungan keluarga.
Mereka praktis menguasai tanah sawah yang
subur dan mengatur tenaga kerja, sementara
para petani yang mengolah tanah, memeli-
hara tanaman, mengatur air, dan memanen-
nya hanya sebagai pengikut yang tidak mem-
punyai kekuatan (powerless).

Perjanjian bagi hasil juga diatur oleh
pemerintah yaitu dalam Undang-Undang
No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi
hasil, secara garis besarnya adalah perjanji-
an yang dibuat antara pemilik tanah dengan
seseorang atau badan hukum (penggarap)
di mana penggarap diperkenankan oleh pe-
milik tanah untuk menyelenggarakan usaha
pertanian di atas tanahnya dengan pembagi-
an hasilnya yang telah disepakati oleh kedua
belah pihak (UU No. 2 Tahun 1960 pasal 1
huruf C).

Bagi hasil merupakan hasil kesepaka-
tan antar kedua belah pihak atas dasar suka-
rela dan bukan paksaan. Baik bagi pemilik
sawah, maupun penggarap sama-sama diun-
tungkan, bagi pemilik tidak usah bersusah
payah untuk mengolah sawahnya, karena
sudah ada tenaga (penggarap), pemilik sa-
wah hanya mendapatkan hasilnya saja. Bagi
penggarap bisa mengolah tanah milik orang
lain tanpa harus mempunyai tanah sendiri
dan mendapatkan hasil yang telah disepaka-
ti pembagiannya. Bagi hasil memiliki dua
implikasi positif dan negative, akar penye-
bab kemiskinan petani dalam melakukan
aktivitas pertaniannya juga dipengaruhi oleh
eksistensi lembaga local tersebut, kinerja
usaha ekonomi yang dilakukan serta model
pemberdayaan yang tepat untuk diterapkan
(Hasanudin, dkk., 2009:164-170).

Namun dalam hal ini tidak semua pe-
milik tanah bersikap adil kepada para peng-
garap, karena kedudukan penggarap lemah
dan kebanyakan tidak mempunyai keahlian
lain sehingga mereka tidak mempunyai pi-
lihan lain untuk mencari pekerjaan. Ketida-
kadilan yang dilakukan oleh pemilik sawah
adalah bahwasanya kebanyakan para peng-
garap sawah tidak bisa mengolah sawahnya
dengan baik, sehingga dalam hal ini mem-
buat pemilik sawah meminta kembali sawah

yang diolah sebelum habis waktu perjanjian
yang telah disepakati bersama.

Perjanjian tentang tanah pertanian te-
rutama tanaman padi, bukanlah tanah yang
menjadi tujuan utamanya, akan tetapi men-
genai pekerjaan dan hasil dari tanah terse-
but (dalam hal ini adalah padi). Juga tenaga
yang mengerjakannya. Ternyata dengan di-
lakukannya bagi hasil pertanian tidak hanya
dapat memenuhi kebutuhan materi saja te-
tapi juga dapat meningkatkan solidaritas
di antara para pelaku bagi hasil pertanian.
Bagi hasil pertanian yang dilakuakan antara
daerah yang satu berbeda dengan bagi hasil
pertanian di daerah lain.

Pemilikan tanah menjadi lebih sem-
pit, investasi tenaga kerja menjadi semakin
besar, namun teknik bercocok tanam sebagi-
an besar tidak berubah. Menurut Syahyuti,
2002 bahwa tanah bukan dimiliki pejabat
atau penguasa, tetapi hanya merupakan hak
yurisdiksi yang dapat dipertahankan berdas-
arkan kekuasaan dan pengaruh secara teo-
ritis, pejabat atau penguasa mempunyai hak
untuk menguasai, menggunakan atau men-
jual hasil-hasil buminya sesuai dengan adat
yang berlaku.

Perjanjian bagi hasil dalam masyara-
kat desa yang dilatarbelakangi oleh keadaan
saling membutuhkan, sukarela dan tanpa
paksaan. Hal ini baik pemilik sawah maupun
penggarap merasa sama-sama diuntungkan,
dan ini telah berlangsung secara turun temu-
run, dengan didorong oleh sifat kekeluar-
gaan serta dapat terbentuk suatu solidaritas
di dalam warga masyarakat. Pelaksanaan
bagi hasil mempunyai tujuan untuk mencip-
takan kesejahteraan dan kemakmuran baik
bagi penggarap maupun pemilik sawah dan
dapat meningkatkan solidaritas masyarakat.

METODE PENELITIAN

Data yang dikumpulkan dalam peneli-
tian sistem pelaksanaan perjanjian bagi hasil
ini berwujud kata-kata dan penjelasan (bu-
kan angka-angka), karena itu dasar yang di-
gunakan dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan metode kualitatif studi kasus.
Metode penelitian ini digunakan untuk me-
mahami peristiwa, kejadian, pelaku, dalam
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situasi tertentu yang bersifat alamiah atau
natural (Moleong, 2002).

Dalam penelitian ini selain dilakukan
proses pengambilan data juga dituntut ada-
nya penjelasan yang berupa analisis yang
mendalam sehingga menghasilkan data de-
skriptif analisis, yaitu penggambaran dari
fenomena atau keadaan dari masalah yang
diteliti. Penelitian ini diharapkan hasil-
nya mampu memberikan gambaran nyata
mengenai kondisi di lapangan, tidak hanya
berupa sajian data.

Lokasi penelitian ini dilakukan di
Desa Jagung Kecamatan Kesesi Kabupaten
Pekalongan dengan alasan sebagian besar
penduduknya melakukan perjanjian bagi ha-
sil pertanian. Penelitian ini memfokuskan
pada dua masalah, yaitu: Sistem bagi hasil
pertanian oleh masyarakat yang melipu-
ti, mekanisme bagi hasil, dan faktor-faktor
yang mempengaruhi perjanjian bagi hasil
pertanian, Hubungan sistem bagi hasil den-
gan peningkatkan solidaritas masyarakat
desa. Informan dalam penelitian ini ada dua
yaitu informan kunci dan informan pendu-
kung. Informan kunci adalah pemilik sawah
dan penggarap sawah atau yang melaksana-
kan praktik bagi hasil, sedangkan informan
pendukungnya adalah para tokoh masyara-
kat seperti lurah, camat, perangkat desa dan
masyarakat sekitar yang dapat memberikan
informasi yang terkait dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebutuhan masyarakat yang semakin
meningkat, sedangkan penghasilan yang di-
dapatkan tidak menentu dapat menyebabkan
seseorang melakukan suatu perbuatan yang
melanggar norma dalam masyarakat. Perpe-
cahan di antara warga pun seringkali terjadi,
sehingga dengan kondisi sekarang yang ser-
ba susah diharapkan solidaritas dalam masy-
arakat terjaga dengan baik.

Pelaksanaan  perjanjian bagi hasil
yang dilakukan di Desa Jagung mempunyai
beberapa faktor yang mendukung, diantara-
nya adalah adanya para pemilik sawah yang
tidak sempat atau sibuk dengan aktivitasnya
sehingga sawah yang dimiliki diharapkan
masih dapat memberikan hasil dan tidak

mempunyai modal untuk mengolah sawah-
nya, sudah tua sehingga tidak sanggup jika
harus menggarap sawahnya, serta mempu-
nyai sawah di desa Jagung namun pemilik-
nya menetap di luar desa Jagung. Selain itu
ada yang tidak mempunyai sawah dan mem-
punyai pekerjaan sebagai buruh tani, sehing-
ga biasanya menggarap sawah orang lain.

Perjanjian bagi hasil merupakan per-
janjian yang dilakukan oleh dua belah pi-
hak yang tidak ada batasan waktu sehingga
diperlukan kesepakan di antara dua belah
pihak, antara pemilik sawah dan penggarap.
Apabila dari salah satu pihak ada yang mem-
batalkan perjanjian yang telah disepakati
maka secara otomatis perjanjian bagi hasil
tidak dapat dilakukan.

Faktor yang dapat menghambat terja-
dinya suatu perjanjian bagi hasil diantaranya
adalah, yang pertama, bagi pemilik sawah
yaitu karena merasa hasil yang didapat dari
bagi hasil yang dilakukan itu lebih kecil di-
bandingkan dengan mengolahnya sendiri
sehingga sawah yang di olah oleh pengga-
rap diminta kembali, karena pemilik sawah
sudah cukup modal untuk mengolah sawah-
nya. Kedua, bagi penggarap sawah, yaitu ka-
rena merasa sudah tidak sanggup lagi untuk
mengolah sawah, hal ini karena kehabisan
modal, serta hasil yang didapatkan menu-
run.

Secara umum terdapat dua bentuk hu-
bungan bagi hasil di antara petani biasa. Per-
tama, suatu bentuk hubungan di mana sewa
dibayar dibayar dalam jumlah tetap, dalam
bentuk uang atau barang (gabah), kedua, se-
bagian tertentu dari hasil panen dibayar kan
sebagai sewa, yaitu dalam bentuk bagi ha-
sil. Pelaksanaan ketentuan itu dapat dilihat
di banyak desa di Banten, Priangan, Tegal,
Begalan, Jepara, Rembang dan Probolinggo
serta di beberapa desa di Banyumas, Suraba-
ya dan Kediri, tetapi hampir tidak ditemukan
di daerah lain. Jumlah hasil panen untuk
membayar sewa juga berbeda-beda tergan-
tung pada daerah dan kualitas sawah yang
bersangkutan.

Di desa Jagung Kecamatan Kesesi Ka-
bupaten Pekalongan ada tiga cara mekanis-
me bagi hasil yang umumnya dilakukan, yai-
tu: maro, yang mengharuskan si penggarap

200



Tri Wahyuningsih / Komunitas 3 (2) (2011) : 197-204

membeli sendiri bibit, pupuk, dan memba-
yar buruh tani, serta menyerahkan setengah
dari hasil panen kepada si pemilik sawah.
Pajak atas tanah ini dibayar oleh pemilik-
nya. Mertelu adalah cara bagi hasil dengan
syarat-syarat yang sama dengan maro, tetapi
dalam hal ini penggarap sawah hanya mene-
rima sepertiga bagian dari hasilnya. Dalam
sistem merpat penggarap hanya memperoleh
seperempat bagian dari hasil panen, tetapi ia
hanya membayar buruh tani saja.

Sistem merpat dengan sendirinya tim-
bul bila kebutuhan akan tanah sewa naik, dan
sistem ini sekarang memang sudah lazim di
kebanyakan desa di Jawa. Sistem maro masih
terdapat juga, walaupun terbatas antara ayah
dengan anak saja, terutama bila tanah itu
merupakan tanah warisan yang sangat kecil
sehingga sukar dibagi menjadi bagian yang
lebih kecil lagi.

Desa Jagung merupakan desa yang
masyarakatnya sebagian besar melakukan
sistem perjanjian bagi hasil, sistem bagi hasil
yang lazim dilakukan di Desa Jagung ada-
lah sistem maro, sistem maro yang dimaksud
adalah penggarap harus membayar buruh
tani, membeli pupuk dan bibit sendiri, serta
menyerahkan setengah dari hasil panen, dan
pemilik sawah yang membayar bayar pajak
sawah serta hanya membantu penggarap
dengan memberikan sedikit pengganti pem-
belian pupuk.

Menurut tradisi, tiap keluarga di desa
hanya mendapat tanah seluas yang dapat
dikerjakannya dengan cara-cara sederha-
na untuk memenuhi kebutuhan makanan
pokoknya. Selanjutnya produksi sangat di-
tingkatkan sampai maksimum untuk men-
dapat keuntungan. Maka dari itu kepadatan
penduduk, yaitu perbandingan lokal antara
jumlah penduduk dengan luas tanah yang
dibutuhkan untuk mencukupi makanan po-
koknya, selamanya tinggi. Pola ekologi ini
sudah sangat umum di Jawa khususnya di
Desa Jagung Kecamatan Kesesi Kabupaten
Pekalongan.

Sistem perjanjian bagi merupakan sa-
lah satu bentuk kerjasama antara para pe-
lakunya. Bentuk kerjasama yang dilakukan
dalam hal ini adalah perjanjian bagi hasil
pertanian. Perjanjian yang dilakukan tanpa

ada bukti hitam di atas putih atau tanpa me-
libatkan pihak lain, perjanjian tersebut hanya
dengan lisan. Perjanjian bagi hasil yang dila-
kukan di Desa Jagung biasanya tidak mem-
batasi waktu.

Pelaksanaan bagi hasil bagi masyara-
kat Desa Jagung tidak hanya berguna dalam
hal peningkatan secara materi saja, namun
dengan dilakukannya perjanjian bagi hasil
secara tidak langsung juga dapat mening-
katkan suatu solidaritas dalam masyarakat
selain kerja bakti, munggah molo, sambatan,
sedekah bumi hal ini terbukti dengan adanya
sikap saling gotong-royong, menghargai satu
dengan yang lain serta hubungan kekeluar-
gaan sangat menonjol.

Solidaritas dalam masyarakat desa
Jagung terjadi karena faktor yang menekan
atau mekanik, menekan dalam hal ini adalah
karena adanya kebutuhan dari para peng-
garap sawah, sehingga menekan untuk me-
laksanakan suatu perjanjian bagi hasil per-
tanian, sesuai dengan teori Durheim, yaitu
sebagian besar masyarakatnya mempunyai
mata pencaharian sebagai buruh tani maka
ikatan kepercayaan dan sentimennya tinggi
sehingga dalam hal solidaritas yang terjadi
adalah solidaritas yang berupa mekanik. Para
pelaku perjanjian bagi hasil di Desa Jagung
Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan
tidak ada hubungan darah atau keluarga.

Solidaritas di dalam masyarakat san-
gat dibutuhkan, hal ini agar terciptanya
suatu keteraturan dan keharmonisan dalam
masyarakat. Masyarakat pedesaan terutama
di desa Jagung Kecamatan Kesesi Kabupa-
ten Pekalongan rasa kekeluargaannya masih
sangat kental dan hangat. Hasil penelitian
yang dilakukan di desa Jagung menunjukkan
bahwa sistem perjanjian bagi hasil dapat me-
ningkatkan suatu solidaritas bagi para pela-
kunya.

Peningkatan solidaritas dari para pela-
ku perjanjian bagi hasil adalah terbukti den-
gan kepedulian di antara para pemilik sawah
dengan penggarap sawah. Penggarap sawah
apabila dalam memenuhi kebutuhan eko-
nominya mengalami kesulitan, maka yang
menjadi penolong utamanya adalah pemilik
sawah.

Masyarakat Jawa sebagian besar da-
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erahnya pedesaan yang mempunyai mata
pencaharian sebagai petani, petani Jawa se-
bagian besar menjadi petani sawah diban-
ding dengan petani tegalan. Menurut Hiroy-
oshi Kano ( dalam Collier 1984:42) bahwa
yang terpenting bagi para petani Jawa untuk
mempertahankan hidupnya adalah sawah
bukan tegalan dan mengklasifikasikan ben-
tuk-bentuk pemilikan sawah sebagai berikut;
(1) milik perorangan turun-temurun (erfelijk
individueel bezit). Milik perorangan turun-te-
murun adalah suatu bentuk penguasaan ta-
nah di mana seseorang menduduki sebidang
tanah secara kekal, dapat menyerahkan ke-
pada ahli warisnya apabila pemiliknya me-
ninggal, atas kemauannya, dan yang paling
khas dapat mengatur secara bebas misalnya
dengan menjual, menyewakan atau meng-
gadaikan. Walaupun demikian bentuk pen-
guasaan ini jelas berbeda dari milik mutlak
(property), pertama sering terdapat kekangan-
kekangan komunal untuk menjadi pemilik.
Kedua, ada peraturan-peraturan yang ketat
dan kadang-kadang sama sekali dilarang
untuk menjual tanah. Ketiga, hak si pemi-
lik, biasanya mendapatkan pengakuan dari
keseluruhan masyarakat dalam sebuah desa
apabila ia benar-benar menggarap tanah itu
dan berminat untuk menggarapnya.

Desa Jawa secara tradisional menu-
rut Kroef (dalam Collier 1984:159) terbagi
dalam beberapa golongan yaitu; yang perta-
ma kelompok penduduk desa inti (disebut
gogol, atau pribumi) yang nenek moyangnya
pada zaman dahulu mulai bermukim di situ,
memiliki tanah, rumah, dan juga halaman
(juga pekarangan sempit untuk tanaman ke-
butuhan dapur atau kebun buah-buahan),
mempunyai hal dan kewajiban penuh seba-
gai warga desa terutama dalam pelaksanaan
pekerjaan-pekerjaan perbaikan dan pemeli-
haraan komunal; yang kedua, disebut indung,
memiliki sebidang pertanian atau rumah dan
halaman, tetapi tidak kedua-duanya, dan
mempunyai hak dan kewajiban komunal
yang terbatas. Ketiga yaitu nusup, tlosor atau
bujang tidak memiliki baik tanah pertanian
maupun rumah dan halaman, tetapi bertem-
pat tinggal di halaman orang lain, bekerja
sebagai penyewa atau petani bagi hasil, atau
hidup menumpang dan bekerja bagi pemilik

rumah dimana dia tinggal.

Menurut Collier (1984:174), petani
Jawa yang memiliki sebidang tanah yang
agak luas biasanya menyerahkan beberapa
bagian dari tanah itu kepada beberapa pe-
tani lain yang biasanya tidak mempunyai
tanah, untuk digarap berdasarkan beberapa
cara. Pertama, ada cara untuk menyewakan-
nya yang biasanya berlangsung salama lebih
dari sekali panen, karena dengan demikian
harga sewa tanah itu lebih menguntungkan
daripada apabila tanah itu disewakan untuk
hanya sekali panen saja. Namun harga sewa
itu juga tergantung pada beberapa faktor
lain, misalnya kualitas dan keadaan tanah,
apakah pemiliknya sangat membutuhkan
uangnya, dan hubungan antara pemilik dan
penyewa, seperti yang lazim dalam masyara-
kat Jawa pada umumnya. Dalam soal sewa
tanah ini lazimnya pemilik tanah memba-
yar pajak atas tanahnya, dan apabila tanah
itu disewakan untuk jangka waktu lebih dari
sepuluh kali panen, maka biasanya penanda-
tanganan kontrak juga disaksikan oleh pega-
wai pamong desa.

Menurut Pudjiwati (2002), di berba-
gai desa di Jawa Tengah (Tegal, Banyumas,
Pekalongan, Semarang, Jepara) dan Jawa
Timur (Probolinggo, Pasuruan, Besuki) ter-
dapat tiga cara mekanisme bagi hasil yang
umumnya dilakukan, yaitu: maro, yang
mengharuskan penggarap membeli sendiri
bibit, pupuk, dan membayar buruh tani, ser-
ta menyerahkan setengah dari hasil panen
kepada si pemilik sawah. Pajak atas tanah ini
dibayar oleh pemiliknya. Mertelu adalah cara
bagi hasil dengan syarat-syarat yang sama
dengan maro, tetapi dalam hal ini penggarap
sawah hanya menerima sepertiga bagian dari
hasilnya. Dalam sistem merpat penggarap
hanya memperoleh seperempat bagian dari
hasil panen, tetapi ia hanya membayar buruh
tani saja.

Sistem merpat dengan sendirinya tim-
bul bila kebutuhan akan tanah sewa naik, dan
sistem ini sekarang memang sudah lazim di
kebanyakan desa di Jawa. Sistem maro masih
terdapat juga, walaupun terbatas antara ayah
dengan anak saja, terutama bila tanah itu
merupakan tanah warisan yang sangat kecil
sehingga sukar dibagi menjadi bagian-bagian
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yang lebih kecil lagi.

Menurut Kroef (dalam Collier, 1984:
156) mekanisme bagi hasil di pedesaan Jawa
Barat ada beberapa cara yang dilakukan
diantaranya adalah, pertama yaitu merte-
lu; pemilik tanah menanggung biaya benih
(dan, sampai pada saat penghapusan sistem
ini, juga membayar pajak-pajak tanah) dan
memungut 2/3 hasil panen, sisanya merupa-
kan hak penyewa atau penyakap, Kedua, me-
rapat, persyaratannya sama dengan mertelu
kecuali pemilik tanah mendapat % bagian
hasil panen dan bagian untuk penyakap. Ke-
tiga yaitu nyeblok atau ngepak; dalam hal ini
penggarap melakukan semua pekerjaan, dari
membajak,menyiang, sampai menanam.
Kemudian pemilik sawah mengambil alih
pekerjaan (mengarur pengairan dan panen).
Penggarap menerima 1/5 hasil panen. Keem-
pat yaitu derep; penggarap/buruh terutama
menanam padi, tetapi dapat diminta mem-
bantu pekerjaan lain sampai panen tiba.
Bagian buruh adalah 1/5 padi bulir, tetapi
bilamana hasilnya jelek bagiannya dapat ber-
kurang. Kelima adalah gotong royong; suatu
kegiatan yang biasanya mengikutsertakan
anggota keluarga saja. Penggarap mendapat
bagian yang telah ditentukan sebelumnya
dan sesuai dengan kebiasaan.

Menurut Emile Durkheim (dalam Do-
yle, 1986:181) Solidaritas menunjuk pada
satu keadaan hubungan antara individu dan
atau kelompok yang didasarkan pada pe-
rasaan moral dan kepercayaan yang dianut
bersama yang diperkuat oleh pengalaman
emosional bersama. Ikatan ini lebih men-
dasar daripada hubungan kontraktual yang
dibuat atas persetujuan rasional, karena
hubungan-hubungan serupa itu mengan-
daikan sekurang-kurangnya satu tingkat/
derajat konsensus terhadap prinsip-prinsip
moral yang menjadi dasar kontrak. Emile
Durkheim juga membagi solidaritas menjadi
dua yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas
organik.

Bagi Emile Durkheim (dalam Doyle,
1986:182) indikator yang paling jelas untuk
solidaritas mekanik adalah ruang lingkup dan
kerasnya hukum-hukum yang bersifat mene-
kan itu (repressive). Hukum-hukum ini men-
definisikan setiap perilaku sebagai sesuatu

yang jahat, yang mengancam atau melang-
gar kesadaran kolektif yang kuat. Ciri khas
yang penting dari solidaritas mekanik adalah
bahwa solidaritas itu didasarkan pada suatu
tingkat homogenitas yang tinggi dalam ke-
percayaan, sentimen dan sebagainya.

Solidaritas organik didasarkan pada
tingkat saling ketergantungan yang tinggi.
Saling ketergantungan itu bertambah sebagai
hasil dari bertambahnya spesialisasi dalam
pembagian pekerjaan, yang memungkinkan
dan juga menggairahkan bertambahnya per-
bedaan di kalangan individu. Emile Durk-
heim (dalam Doyle, 1986:182) memperta-
hankan bahwa kuatnya solidaritas organik itu
ditandai oleh pentingnya hukum yang ber-
sifat memulihkan (7estitutive) daripada yang
bersifat represif. Berikut ini adalah bagan
dari kerangka berpikir yang digunakan da-
lam penelitian ini:

H Pemilik |I=>“ Kesepakatan || " | Penggarap "

e Bagi Hasil —

Solidaritas

Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir Sistem
Mareo.

Perjanjian bagi hasil dilakukan oleh
dua belah pihak yaitu pemilik sawah dan
penggarap, di antara keduanya ada suatu
persetujuan bersama dan kesepakatan ber-
sama sehingga terjadilah suatu perjanjian
bagi hasil, bagi hasil yang dilakukan ternyata
tidak hanya menguntungkan materi sema-
ta, tetapi dengan perjanjian yang dilakukan
juga dapat meningkatkan suatu solidaritas
organik yang menurut Durkheim didasarkan
pada tingkat ketergantungan yang tinggi di
antara para pelakunya, dalam hal ini pemilik
sawah dan penggarap sawah tersebut.

Perjanjian bagi hasil pertanian di desa
Jagung Kecamatan Kesesi Kabupaten Pe-
kalongan di dorong oleh beberapa alasan.
Selain untuk memberikan peluang kepada
orang yang tidak mempunyai sawah sehing-
ga bisa menggarap sawah, juga para pemilik
sawah yang sudah tidak sanggup untuk men-
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golah sawahnya, sehingga tetap menghasil-
kan hasil panen dari proses bagi hasil.

Ternyata dengan dilakukannya bagi
hasil pertanian tidak hanya dapat memenu-
hi kebutuhan materi saja tetapi juga dapat
meningkatkan solidaritas di antara para pe-
laku bagi hasil pertanian. Bagi hasil pertani-
an yang dilakukan antara daerah yang satu
berbeda dengan bagi hasil pertanian di da-
erah lain. Perbedaannya antara lain apabila
penggarap mengalami kesulitan dalam me-
menuhi perekonomiannya maka, orang yang
menjadi penolong utamanya adalah pemilik
sawah.

Pemilikan tanah menjadi lebih sem-
pit, investasi tenaga kerja menjadi semakin
besar, namun teknik bercocok tanam seba-
gian besar tidak berubah. Menurut Syahyuti
(2002:135), bahwa tanah bukan dimiliki pe-
jabat atau penguasa, tetapi hanya merupa-
kan hak yurisdiksi yang dapat dipertahankan
berdasarkan kekuasaan dan pengaruh secara
teoritis, pejabat atau penguasa mempunyai
hak untuk menguasai, menggunakan atau
menjual hasil-hasil buminya sesuai dengan
adat yang berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pem-
bahasan, maka dapat ditarik simpulan bah-
wa sistem perjanjian bagi hasil merupakan
bentuk kerjasama yang dilakukan oleh ma-
syarakat sejak dahulu. Perjanjian bagi ha-
sil tersebut dilakukan oleh dua belah pihak
yaitu pemilik sawah dan penggarap sawah.
Mekanisme sistem perjanjian bagi hasil yang
dilakukan menggunakan sistem maro yai-
tu penggarap yang membiayai semua biaya
pertanian seperti membeli bibit tanaman,
pupuk, air, serta biaya untuk tenaga buruh,
dan hasilnya dibagi dua dengan pemilik sa-
wah. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tidak
hanya dapat meningkatkan perekonomian
tetapi juga dapat juga memupuk solidari-
tas dalam masyarakat. Perjanjian bagi hasil
yang terjadi karena beberapa faktor pendu-
kung dan faktor penghambat.

Berdasarkan simpulan di atas, maka
ada beberapa hal yang perlu dilakukan di an-
taranya; pertama, sebaiknya perjanjian bagi
hasil yang dilakukan melibatkan perangkat
desa sehingga apabila terjadi sesuatu dalam
perjalanan tidak terjadi suatu kecurangan
dan di antara kedua belah pihak tidak saling
dirugikan. Kedua, bagi para ilmuan sosiolog:
dapat mengkaji lebih lanjut mengenai pelak-
sanaan sistem perjanjian bagi hasil hubun-
gannya dengan solidaritas dalam masyara-
kat.
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